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BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang :  a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan publik di lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa
Tengah diperlukan standar baku pelayanan
sebagai pedoman bagi Petugas dalam memberilkan
pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
di-maksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman
86-92);
2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20009}

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
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Menetapkan
KESATU

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292
Tamhbahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomeor S601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 20135

Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Provins:i Jawa
Tengah Nomor 78);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615};

Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 59 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Ketja Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor
249);

. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 38 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Fada Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Cipta Karva (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKARN :

Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan di
linglkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, meliputi :

. Sekretariat

* Pelayanan  Pengelolaan  Informasi  dan
Dokumentasi
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

2. Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan
Bangunan Gedung
* [epalisasi gambar Perencanaan Bangunan
Gedung Negara yang bersumber dana dari
APEN dan APBD Prov, Jateng.
* Tugas Pembantuan Pengelolaan Rumah Negara
Golongan 1M
3. Balai Pengelolaan Jalan (BPJ)
* Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
= [jin sewa asset (tanah, bangunan, alat berat)
4. Balai Pengujian dan Peralatan (BP2)
*  Pengujian Mutu Konstruksi dan lingkungan
= Pengujian Tanah;
* Pengujian Bahan Bangunan;
* Pengujian Aspal;
*  Pengujian Air;
* Sewa Alat Berat dan Bahan Jalan/Jembatan;
5. Balai Jasa Konstruksi (B. Jakon)
* Informasi Harga Satuan Dasar [HSD) dan
Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK);

Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenia
layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dan keputusan ini

Sckretaris, Kepala Bidang Sarana  Prasarana
Permukiman dan Bangunan Gedung , Kepala Balai
Pengelolaan Jalan (BPJ), Kepala Balai Pengujian dan
Peralatan (BP2), Kepala Balai Jasa Konstruksi (B.Jakon)
wajib menyusun, menetapkan maklumat pelayanan
sebagai janjl dan/fatau komitmen pelaksanaan Standar
Pelayanan Publik.

Standar Pelavanan Publik dalam Keputusan ini wajib
ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan
pelayanan.

Rincian Standar Pelayanan Publik yang berkaitan dengan
pelayanan langsung disesuai  dengan kebutuhan
informasi masyarakat dan Maklumat Pelayanan wajib
dipublikasi-kan.
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KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan @ di Semarang
Pada tanggal :  Juli 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA DAN CIFTA KARYA PROVINSI

"._:{"::Enl_?l-i i Tiueked
NIP. 19661129 199203 1 005
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LAMPRAN KEPUTLUSAN KEPALA DIMNAS
PEEERIAAN UMLUNM BIMNA MARGA DAN CIPTA
KARYA PROVINGI JAWA TEMNGAH

MOBICOR.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Jenis Layanan : Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

KOMPONEN

TRATLAN

Dazar Huloum

Undang-undang Komisi Informasi Provinsi Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Momor 61 Tahun 20010 tefang
pelaksanaan UL Nomor 14 Tahun 2008

Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolonn Pelavanan Inforamasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negerl dan Pemerintah Daerah

Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun
2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi (Perld] Nomor 1 Tahun
2013 tetang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun
2017tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

e L e

Perda Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pelayanan
Informasi Publik

Peraturan Gubernur Jateng Nomor 47 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Prov,
Jateng Nomor & Tahun 2012 tentang Pelayanan
Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Dacrah
Prov. Jateng

Q.

Peraturan Gubernur NMomor 12 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Pergub Jateng Nomor 47 Tahun 2012

Persvaratan
Pelayanan

Surat Permohonan,Foto Copy KTP Pemohon

Sitem, mekanisme
dan prosedur

SFOF Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumen

Jangka Waktu
Penyelesaian

10 (sepuluh) hart kerja

Biaya jtarif

Oratis

Produk Pelayvanan

Informasi dan dokumen Jalan dan Jembatan Prov, Jateng

sarana,
dan atau fasilitas

Bangunan Kantor DPU Binmar dan Cipka Prov. Jateng |

Ruang pelayanan FFID

Komputer

Printer + Scan + alat Fotocopy

Jarmgan Internet

o) Lo ha e

HP Exbensen
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1. Pendidikan minimal D Il dan 81 jurusan komputer
2,  Mempunyai kemampuan Komunikasi, PPID dan ke-
Ko i Filan
8. Pe;f:;j;m 3. Memilili pengetabuan dan pengalaman tentang
informasi dan data
4, Mempuayal bemampuos dilsm momabenn inforinasd
publik yang dikecualikan 8 Daftar Informasi Publik
9 Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung
5 [ntermal 2, Laporan rufin bulanan dan tahunan
Penanganan
10, | Pengaduan, sarana | Melalui kotak saran, twitter, Lapor Gub,FB
dan masukan N
lola Situs/Web 1 o
11, | Jumlah Pelaksang ];ﬁﬂavﬁt_ulgh_aina Mvafngl Orang
Pelayanan diberikan secara berkualitas
12. | .Jaminan Pelayanan | murah, mudah, cepat, trasparan, dan akuntabel
Jaminan 1. Sarana Melayanan dan sarana penunjang lanvanan
13, | Keamanamn, mendukung keamanan , kenyamanan dan
dankeselamatanfel keselamatan pengguna layanan
AYANAN 2. Sarana Pelayanan mendukung ke tan pelavanan
14, | Evaluasi Kineria B Laporan Pemohon Informasi Publik dizampaikan
Pelaksana secara berkala kepada KIP dan PPID Utama

(Diskominfo) dan Komisi Informasi Prov. Jateng
Laporan Uji Konsckuensi Informasi vang dikecualikan
tiap tahun ke PPID Utama (Diskominfo) dan Komisi
Informasi Prov. Jateng

Laporan Evainasi peiaksansan tugas dan fungsi
disampaikan berjenjang sampai kepada Sekretaris
baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun.

Bemarang,  Jnl 2019

KEFALA DINAS PEKERJAAN UMUM
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Jenis Layanan

LAMPRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
FEEERJAAN URURM BIMNA MARGA DAN CIPTA
KARY A PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR !

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
: Legalisasi gambar Perencanaan Bangunan Gedung

Negara vang bersumber dana dari APBN dan APBD
Prov. Jateng

KEOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 jo. Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Bangunan
Gedung

2. Undang-undang Komor 36 Tahun 2005 tentang
Bangunan Gedung

3. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang
Perbahan kedia atas Peraturan Pemerintah No. 28
Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat
Jasa Konstruksi

4. Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara

5. Peraturan Menteri Nomor 45/ PRT/M/ 2007 tentang
Pedoman Teknis Pemmbangunan Bangunan Gedung

Negara

6. Perda Jateng Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Fenyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi di
Provinsi Jateng

Persyaratan
Pelavanan

Surat Permohonan, usulan Gambar Teknik Perencanaan
Bangunan Gedung Negara

Sitem, mekanisme
dan prosedur

S0P Legalisasi Gambar Perencanaan Bangunan Gedung
Negara

— S

Jangka Wakiu
Penvelesaian

7 (tujuh) hari kerja

Biava [tarifl

Biaya dari APBN dan APBD (Gratis)

o o

Produk Pelayanan

Surat legalisasi gambar Perencanaan Pembanpgunan
Gedung Negara vang bersumber dana dari AFBN dan
APBED Prov. Jateng;

Sarana, prasarana
dan atau fasilitas

Ruang Kantor DPLU Binmar dan Cipka Prov. Jateng

Komputer

Printer

Jaringan Internet

Mesin Faksimil

on 5 g1 e

Mesin Folocopy
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Fwaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Pendidikan minimal SI Teknik Sipil/ Arsitcktur
2. Mempunyai kemampuan Komunikasi
8 Kompetensi 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang
' Pelaksana ____Bangunan Gedung
4, Mempunvai kemampuan dalam menilal Bangunan
[ Ty
l.ll.-'a.l.l.i.ll.!l
9 Penpgawasan 1. Dilakukan oleh atasan 1tmgaung
E Internal 2. Rapat rutin
Penangatian
10. | Pengaduan, sarana | Melalui kotak saran
dan masukan
il Tim Penilai Bangunan Gedung | 3 orang)
il b Priak Pengadministrasi Umum 1 orang
v | o P Pelayvanan diberikan secara berkualitas
” ¥ murah, mudah, cepat, trasparan, dan akuntabel
Tamingn 1. Sarana Pelayanan dan sarana penunjang lanyanan
13, | Beatnansn mendukung keamanan , kenvamanan dan keselamatan
]
diiitcsted ta pengguna layanan
mﬁgfﬂiﬁﬂ;ma & 2. Sarana Pelayanan mendukung kecepatan pelayanan
14, Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi

dizsamnpaikan berienjaneg sampai kepada Kepala Bidang
Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,

Semarang, Juli 2019
KEPALA DINAS FEKERJAAN UMUM
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LAMPRAN KEMITUSAM KEPALA DIMAS
FEEERIAAN LIMUM BIMNA MARGA DAN CIPTA
KARY A PROVINS] JAWA TENGAH

NOMOR -

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Jenis Layanan : Tugas Pembantuan Pengelolaan Rumah Negara

Golongan I11

HOMPONEN

URAIAN

Dasar Flukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 jo. Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2005 tenitang Bangunan

Gedung

2. Undang-undang‘ﬁnmur 36 Tahun 2005 tentang
Bangunan Gedung

3. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang
Perbahan kedua atas Peraturan Pemeriniah No. 28
Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
Konstruksi

4. Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang

Pembangunan Bangunan Gedung Negara
5. Peraturan Menteri Nomor 45/ PRT /M /2007 tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung

Negara

6. Perda Jateng Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi di
Provinsi Jateng

Persyaratan
Pelayanan

Surat Permohonan, Mengisi Buku Daftar Permohonan
Penpelolann Rumah Negara Golongan 111

Sitem, mekanisme

dan prosedur S0P Pengelolaan Rumah Negara Gol 111
e 7 (tujuh) hari kerja
Biaya /taril Biaya dari APBN dan AFBD_(Oratis)
Produk Pelavanan 1. Surat [jin Hunian Rumah Negara Gol IIT;
2. Perjanjian sewa beli rumah neger;
3. Surat Keterangan Lunas Sewa Rumah Negara Gol. 111
4, Surat Keterangan Lunas Sewa Beli Rumah Negara Gol.
1
1. Bangunan Kantor DPU Binmar dan Cipka Prov. Jateng |
2. Ruang pelayanan
Sarana, prasarana 3 E?mmtl;umr
e . r
dan atau fasilitas 5. Jaringan Internet
6. Mesin Faksimil
7. Mesin Fotocopy
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Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1. Pendidikan minimal 51 Teknik Sipil/ Arsiteltur
2. Mempunyai kemampuan Komunikasi
g Kompetensi 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang
: Pelaksana Bangunan Gedung
4. Mempunyvai kemampuan dalam menilai Bangunan
P L
u\.ﬂ.l.l.l.il.ﬁ
9 Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung
i Internal 2, Rapat rutin
Penanganan
10. | Pengaduan, sarana | Melalui kotak saran
dan masukan
Tim Penilai Bangunan Gedung [ 3 orang)
11. | Jumlah Pelaksana Pengadministrasi Umum 1 orang
Petugas loket 1 orang —d
Pelayanan diberikan secara berkualitas
12, | Jaminan Pelayanan | murah, mudah, cepat, trasparan, dan akuntabel
" P 1. [arana Pelayanan dan sarana pn:mmjﬁng lanyanan
13. | genmanan mendukung keamanan , kenyamanan dan keselamatan
¥
dankesclamatan pengguna layanan
Pelayanan 2. Barana Pelayvanan mendukung kecepatan pelayanan
14, Laporan kvaluas) pelaksanaan tugss dan tungsi

disampaikan berjenjang sampai kepada Kepala Balai Jasa
Konstruksi baik secara berkala setap bulan dan sctiap
tahun.

Semarang, Jul 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
A-DAN CIPTA KARYA PROVINSI

Ty
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LAMPRAN KEPUTLUSAN KEPALA DINAS
PERERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIFTA
EARY A PROVINSI JAWA TENGAH

MOMOR

STANDAR PELAYANAN PUELIK

Jenis Layanan : Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

NO HKOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Jalan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan - |
3. Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2013 tentang (Garns
Sempadan
4, Perda Jateng Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyele Taan Standardisasi Jalan Provinsi Ja
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 620/2 Tahun
2016 Ruas Jalan pada Provinsi Jawa Tengah
2. | Persyaratan - Laporan Pengamatan Jalan (mengenai Jalan rusak ,
Pelayanan atau berlubang)
- Laporan masyarakat melalui media social vang di
terima Kepala Balai
3. Sitem, mekanisme
dan prosedur 80P tambal Ilnbang Jalan ﬂ
4, |Jangka Walitu 2 hari kerja untuk Tambal Lubang Jalan
Penyelesaian
B, Biava /tarif Biaya dari APBD
6. Produk Pelayanan Pekerjaan fisik jalan tanpa nbang
1. Bangunan Kantor BPJ Wilayah se-Jawa Tengah
2. Ruang kantor
3. Komputer
4. Printer
5. Jaringan Internct
7. e f. MesinFaksimili
dan atau fasilitas 7. Mesin Fotocooy
8. Dam truck
9. Alat Berat ]
10. Kendaraan roda empat
11. Kendaraan roda dua
1. Pendidikan minimal DI Teknik Sipil
2. Pelatihan atau kursus pengawasan jalan dan jembatan
3. Mempunyai kemampuan membaca gambar konstruksi
4. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang
" Kompetensi bangunan/ konsriksi _
2 Pelaksana 5, Mempunyai kemampuan dalam bidang konstrulks:

jalan dan jembatan
6. Mempunyai kemampuan penanganan jalan rusak

7. Mempunyai kemampuan pengoperasian alat berat
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., 1. Dila'ltuk&r_l olch atasan langsung
9. tecnal 2. E?.pat rutin
e 2. Siastem Pelaporan Bulanan
Penanganan 1. Melalui kotak saran
10. | Pengaduan, sarana | 2. Media elekironik
dan masukan
Tenaga Teknis Tinggi | Pengawas lapangan) scbanyak 1
OTEIE,
Tenaga Teknis menengah (pengelolala Pemelihara Jalan)
11. | Jumlah Pelaksana sebanyak 2 orang
Tenaga Teknis rendah|Pemelihara Jalan) sebanvak 3 orang
Tenaga Adminisirasi (Pengadminsirasi Umum)l orang
Operator alat berat 2 orang o
. Pelayanan diberikan secara berkualitas
T R mur-‘tr.h, mudah, cepat, trasparan, dan akuntabel
Jaminan 1. Sarana Pelayanan dan sarang penunjang lanyanan
13, | Keamanan, mendukung keamanan , kenyamanan dan keseclamatan
dankeselamatanPel pengguna layvanan
Ayanan 2. Sarana Pelayanan mendukung kecepatan pelayanan
14, | Ewvaluasi Kinerja Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Pelaksana disampaikan kepada Kepala Balai Pelaksana Jalan baik

zapnra herlmale sotisphulan dan setisn tahnn, maupon
apahila diperlukan sewaktu-walktu.

Semarang, Juli 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
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LAMPRAN KEPUTLISAN KEPALA DINAS

PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA

RARY A PROVINGI JAWA TEMGAN

MOMOR

STANDAR PELAYANAN PUEBLIK
Jenis Layanan : [jin Sewa Asset (tanah, bangunan, alat berat)

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Jalan

Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinst Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 20011 tentang

Ketribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah

. Peraturan Cubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun

2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 2

Tahun 2008

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun

2017 tentang Perubahan Taril Retribusi Daerah Provinsi

Jawa Tengah

Perda Jateng Nomor 9@ Tahun 2013 tentang Garis

Sempadan

Perda Jateng Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jaleng

Keputusan Gubernur Jawa ngﬂ.‘lﬁm 620/2 Tahun
2016 Ruas Jalan pada Provinsi Jawa Tengah

Persyaratan
Pelayanan

Mengajukan Sural Permohonan

Sitem, mekanisime
dan prosedur

S0P lzin Pemakaian Tanah dan SOP Sewa Alat Berat

Jangka Waktu
Penyelesaian

2 hari kerja

| Biaya /tanif

Biaya sesuai ketentuan peraturan retribusi

Produk Pelavanan

Sewn asset dan alat berat

Sarana, prasarana
dan atau fasilitas

Bangunan Kantor BPJ Wilayah se-Jawa Tengah

Ruang kantor
Homputer

Printer

Jaringan Intermnet

MesinFaksimili

Mesin Fotocopy

Dam truck

Alat Berat

o Bl o T

1l:|- Kendaraan roda empat

11.

Kendaraan roda dua
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__Pendidikan minimal SLTA

2, Mempunyai kemampuan memahami peraturan tentang

¢ sewd Assel 2
8. iﬂﬁﬂﬂm 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman menangani
assel
4. Mempunyal kemampuan pengelalaan assct
1. Dilakukan oleh atasan langsung
Tl Ei ot 2. Rapat rutin
_ 3, Sistem Pelaporan Bulanan
Penanganan
10. | Pengaduan, sarana | Melalui kotak saran
dan masukan B
Pengelela assct | orang,
e | SRR Fﬂﬂﬁﬂﬂ“ﬂ &dmg;lial.msi U ;]eghanya]-: 2 orang
. Pelayanan diberikan secara berkualitas
1% |WJaminan Pvela}rattm'. mul?'ah,, mudah, cepat, trasparan, dan akuntabel
Jaminan 1. Sarana Pelayanan dan sarana penunjang lanyanan
13, | Keamanan, mendukung keamanan , kenyamanan dan keselamatan
dankeselamatanPel pengguna layanan
avanan 2. Sarana Pelayanan mendukung kecepatan pelayanan
14, | Evaluasi Kinerja Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
s disampaikain Kepada Kopala Dalai Nelaksatia Jalan baie

secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun
apabila diperlukan sewaktu-waktu.

Juli 2019
PEKERJAAN UMUM

Semararng.
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LAMPRAN EEPLITUSAN EEPALA

HMAS PEKERIAAN UMUM BIMNA MARGA DAN
CIFTA KARY A PROVINSI JAWA TENGAH
MOMOR :

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Jenis Layanan : Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan

NO HKOMPONEN URAIAN
1. Dazar Hukoam 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Jalan
2,  Peraturan Pemerintah B Nomor 20 Tahun 2005
tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektural serta
hasil Penclitian dan Pengembangan oleh Perguruan
Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
3.  Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan
4, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konsiruksi i
5. Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang
Standarisasi Nasional =
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 73 Tahun
2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
Megara
7.  Peraturan Menteri Nomor 45 /PRT/M/ 2007 tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung
MNegara .
8. Permen PUPR Nomor 07 /PRT/M/[2011 tentang
Standar Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
dan Jasa Konsultasi
9. Serat Edaran Ditjen Bina Marga PUPE Nomor
02/8E/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum Bina
Marga Tahun 2018 untuk Pekerjaan Konstruks Jalan
dan Jembatan .
10. Perda Jateng Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyclenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jateng
2. | Persyaratan Surat Permohonan Pengujian Mutu, Mengisi Buku Daftar
Pelayanan Permintaan Pengujian Mutu Bahan Konstruksi dan
lingkungan
3. Sitem, mekanisme
dan prosedur SOP Pengujian Mutu Konstruhksi
4 |<Jhngen Wakin 15 (limabelas) hari
Penyelesaian
5. | Biaya [tanf Biaya sesuai ketentuan peraturan retribusi
6. Produk Pelayanan Sertifikat Hasil Uji (SHU) Bahan Konstruksi, Pemenuhan

target PAD
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1. Banpunan Kantor Balai Jasa Konstriks:
2.  Ruang Tunggu
3.  Komputer
7. mﬂm}“ 4, Barcode Reader/Scanner
5. Jaringan Internet
6. Database kelembagaan
7.  Mesin Fotocopy
8. scanner
9, Peralatan Penjilidan
10. ATK Pendukung i
11. Meja + Kursi —
12. Rak Buku
13. Box buku
14. Sanding Banner
15. Sarana lain schagai penunjang
1. Pendidikan minimal SLTA
2., Mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan
Komputer (M3, Excell)
8 Kompetensi 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Jasa
© | Pelaksana ___ Konstruksi N
4,  Mempunyai kemampuan dalam membaca dan
menggambar teknik, menyusun dan menghitung
satuan pekerjaan konstruksi;
5. Ramah dan sopan
g Pengawnsan 1. Dilakukan oleh atasan langsung
" | Internal 2. Sistem pelaporan bulanan
Penanganan 1. Meclalui kosultasi langsung;
Pengaduan, sarana | 2. Melalui telepon;
10, | dan masukan 3, Melalui komunikasi secara elektronik (e-mail
dan/atan e-cmplaint) sesuai bidang tugasnya
4, Kolak saran
Penelaah Bahan Jalan 4 orang
Penguii laboratorium Tanah, Aspal dan Beton 4 orang
11, | Jumlah Pelaksana | pe oo T aboratorium 1 urangpﬂl
Pengadministrasi Umum 1 orang
Pelayanan diberikan secara berkualitas
13, |«Jaminan Peliyanan Murah, mudah, cepat, trasparan, dan akuntabel
1. Data dan Informasi pengguna layanan dijamin
13. | Jaminan keamanannya dan digunakan semata-mata hanya
Keamanarn, untuk kepentingan pelayanan;
dankesclamatanPel | 2. Sarana Pelayvanan dan sarana penunjang layanan
ayanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan

keselamatan pengguina layanan.
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14.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan berjenjang sampai kepada Kepala Balai
Pengujian dan Peralatan baik secara berkala setiap bulan
dan setiap tahun, maupun apabila diperfukan sewalktu-
wakn.

Semarang, Juli 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARG EARYA PROVINSI

-
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LAMPRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERIAAN UMUM BINA MARGA DAN CIFTA
KARY A PROVINGI JAWA TEMGAH

MOMOR

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Jenis Layanan ; [jin Sewa alat berat

KOMPONEN

TRATAN

(=1
"

Dasar Hukum

—_—

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Jalan ]

Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Frovinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Retribusi Dacrah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 2
Tahun 2008

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi

Jawa Tengah

Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Garis
Sempadan

7.

Perda Jateng Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jateng

8.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 62072 Tahun
2016 Ruas Jalan pada Provinsi Jawa Tengah

Persvaratan
Pelavanan

Mengajukan Surat Permohonan peminjaman alat berat

Sitem, mckanisme
dan prosedur

SOP Sewa Alat Berat

Jangka Waliu
Penvelesaian

2 hari kerja

Biaya / tarif

Biaya sesuai ketentuan peraturan retribusi

Produk Pelayanan

Pemenuhan target PAL

Sarana, prasarana
dan atau fasilitas

Bangunan Kantor BRJ Wilayah se-Jawa Tengah

Ruang kantor

Eomputer

Printer

fs

_Jaringan Intermnet
Mesinkaksimili

Mesin Fotocopy

Diam truck

Alat Berat

. Kendaraan roda empat

bt it (401030 0 {0 1 ||

Lt L B

Hendaraan roda doaa
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1. Pendidikan minimal 51

2. Mempunyai kemampuan memahami peraturan lentang
__sewn Alat Berat

8 Kompetensi 3. Memiliki p:ngcta.huan dan pengalaman menangani
N Pelaksana Pengelolaan Pemeliharaan Peralatan Jalan dan
Jombxnton
4. Mempunyal kemampuan pengelolaan assct B
1. Dhlakukan olch atasan langsung
g; | ;eewasen 2. Rapat rutin
_ 3. Bistern Pelaporan Bulanan
Penanganan
10, | Pengaduan, sarana | Melalui kotak saran
dan masukan B e
Penyvusun Kebutuhan Perlengkapan 1 orang
11. | Jumlah Pelaksana | Pengelola Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan 3
orang,
: Felavanan diberikan secara berkualitas
12, | Jaminan Pelayanan murah, mudeh, cepat, trasparan, dan akuntabsl
Jaminan 1. Sarana Pelavanan dan sarana penunjang lanyanan
13, | Keamanan, mendukung keamanan , kenvamanan dan keselamatan
dankeselamatanPel pengguna lavanan
AYALAET 2. Barana Iclayanan Mondulung Xoocpaian polayanan
14, | Evaluasi Kincrja L-apl:rmn Evaluasi pelaksanaan tugas dan Mungsi
Pelaksana disampaikan kepada Kepala Balai Pengujian dan Peralatan

baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahumn,
maupun apabila diperiukan sewaktu-waktu.

Semarang, Juli 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
A, L2 EIF“TA KARYA PROVINSI

]

{ I&ﬂg ﬂﬁnglmr !
NIB 81129 199203 1 005
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LAMPRAN KEPUTLISAN KEPALA

DINAS PEKERIAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPFTA KARY A PROVINED JAWA TEMGAH
MOMOR

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Jenis Layanan : Informasi Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan
Pekerjaan Konstrulsi (HSPK)

KOMPONEN URAIAN

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi

2. Unda,rng;undanﬁ Momor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
| Informasi dan Transaksi Elektronik =
4.  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 jo Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Bangunan
Gedung

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Bangunan Gedung

6. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang
Perbahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 28
Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat
Jasa Konstruksi

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang
Perbahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 29
Tahun 2000 tentang Penyclenggaraan Jasa
Konstruiksi

8. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

9. Peraturan Pemerintah No, 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 73 Tahun
2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
Negara

11, Peraturan Menteri Nomor 45/ PRT/ M/ 2007 tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan CGedung

MNegara

12. Peraturan Menteri Nomor 28/ PRT/M /2016 tentang
Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan
Umum .

13. Perda Jateng Nomor 16 Tahun 2014 tentan_g"
Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi di
Provinsi Jateng

Persyaratan Surat Permohonan Peminjaman Buku dari instansi

Pelayanan pemohon, Mengisi Buku Daftar Permintaan Informasi Harga
Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi

_ (HSPK]

Sitem, mekanisme | gop pajayanan Informasi Harga Satuan Dasar (HSD) dan

dan prosedur Harga Satuan Pekerjaan

Ja Waktu p

Pﬁsﬁi‘;mhﬂ 15 (limabelas) Menit

Biaya /[ tarif | Penggantian Biava fotocopy
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Produk Pelayanan

Buku Informasi Harga Satuan Dasar dan Harga Satuan
Pekerjaan Konstruksi

=4

Sarana, prasarana
dan atan fasilitas

1. Bangunan Kantor Balai Jasa Konstruksi

Ruang Tungpgu

Komputer

T e
1 NLlaLe.-

Jaringan Internet

Mesin Fotocopy

Database Kelembagaan

Kompetensi
Pelaksana

Pendidikan minimal STM Jurusan/bidang Bangunan

2

3

]

3.

6. MesmFaksimil
T

a8

1

2

Mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan
Komputer (MS, Excell]

3. Memiliki pmg&mhuan dan pengalaman di bidang Jasa

5, Mempun}'m I:emampuan dalam membaca dan
menggambar teknik, menyusun dan menghitung
satuan pelerjaan konstruks:;

Ramah dan sopan

Pengawasan
Internal

Dilakukan oleh atasan langsung
Sistem pelaporan bulanan

10.

FPamnaneanan
e

Pengaduan, sarana
dan masukan

u#lﬂlh |rl1lu:|n|+|:||l|:|l ‘Fﬂnnsunu

Melalui telepomn;

Melalui komunikasi secara elekironik (e-mail
dan/atau e-cmplaint) sesuai bidang tugasnva
4. Kotak saran

L 8 1= b = lon

11.

Jumlah Pelaksana

Tim Penyusun Informasi Harga Satuan Dasar dan Harga
Satuan Pekerjaan Konstruksi [ 3 orang)
Petugas Perpustakaan 1 orang

12,

Jaminan Pelayanan

Pelayanan diberikan seearn berkualitas
Murah, mudah, cepat, trasparan, dan akuntabel

La.

Jaminan
Keamanarn,
dankeselamatanPel
ayvanan

3. Data dan Informasi pengguna layvanan dijamin
keamanannyva dan digunakan semata-mata hanva
untuk kepentingan pelayanan;

4. S8arana Pelavanan dan sarana penunjang layanan
menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan
keselamatan pengpuna layanan.

14

Fwaliiasi Hinr_rﬂh

Prelaksana

Tapnran Evalnasi pelaksanaan tugas dan fianegsi
disampaikan berjenjang sampai kepada Kepala Balai Jasa
Konstruksi baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

Semarang, Juli 2019
THAS PEKERJAAN UMUM

e T“Femﬁlﬁé ngkat I
NIP..19661129 199203 1 005
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